A

SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-61 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA UANG UNTUK
BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI INTAN JAYA,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Intan
Jaya Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya
Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2026
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya
Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya
Tahun Anggaran 2026, dan Kketentuan Pasal 12
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan,
Pelaporan Dan Pertanggungjawaban serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka
Bupati menetapkan penerima, alamat penerima dan
besaran hibah;
bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran, program,
kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai
kepentingan Daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
di wilayah Kabupaten Intan Java, dipandang perlu
memberikan hibah berupa uang kepada
Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penetapan Penerima Hibah Daerah Berupa
Uang Untuk Badan/Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran
2026;
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1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4938);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5430); sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Angaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah
Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya
Nomor 1),
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Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun
2021 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun
2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 Nomor 1)
Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun
2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten
Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);

Peraturan Bupati Intan Java Nomor 6 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun
2021 Nomor 6);

Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2026
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026
(Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 Nomor
2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2026
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026
(Berita Daerah Kabupaten Intan Java Tahun 2026 Nomor
4);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENER1IMA
HIBAH DAERAH BERUPA UANG UNTUK
BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN
ANGGARAN 2026.
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Menetapkan Daftar Penerima Hibah Daerah berupa uang
untuk Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan
pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Intan Java Tahun Anggaran 2026
sebagaimana  tercantum dalam lampiran  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab penerima hibah sebagaimana
dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Penerima Hibah Daerah berupa uang wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaan Hibah kepada Kepala Perangkat Daerah
dengan tembusan Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dan perangkat daerah
terkait;

b. Surat pemyataan tanggung jawab mutlak yang

menyatakan bahwa hibah yang diterima telah

dipergunakan sesuai Naskah Peijanjian Hibah

Daerah;

Pakta Integritas dari Penerima Hibah;

d. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuali
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi
penerima hibah berupa uang atau bukti serah terirna
barang/jasa bagi penerima hibah berupa
barang/jasa;

e. Penerima hibah Daerah Kabupaten Intan Jaya
bertanggung jawab secara formil dan materiil atas
penggunaan hibah yang diterima.

o

Penyaluran/Penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah
kepada Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dilakukan setelah penandatanganan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jajra Tahun
Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Intan
Jaya.
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KELIMA . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 28 April 2026

BUPATI INTAN JAYA,
TTD

ANER MAISINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;

Gubemur Papua Tengah, di Nabire;

Ketua DPRK Intan Jaya, di Sugapa;

Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa,;
Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;

Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
Kepala Badan Kesbagpol Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

DNDO R WN

£suai dengan aslinya
AGIAN HUKUM,

SUPULAYUK
323 201004 1001



Lampiran Keputusan Bupati Intan Jaya
Nomor :100.3.3.2-61 TAHUN 2026
Tanggal: 28 April 2026

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA UANG UNTUK BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASY ARARATAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

NAMA/NOMOR
ALAMAT/ BESARAN HIBAH  SUMBER REKENING
NO  NAMA PENERIMA HIBAH/JUDUL PROPOSAL PENGURUS/NIK SERRETARIAT (o) OANA BADAN/LEMBAGA/
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7
. An. POLRES INTAN
Hibah Untuk - POLRI POLRES INTAN JAYA .
1 (PERMOHONAN BANTUAN DANA ?&Fgﬁ\i;&?’i‘%’g‘?m SUGAPA 500.000.000 Bgzﬂa(ggﬂ) 3/335\202111 456
HARKAMTIBMAS TAHUN 2026) SANK PAPUA
. An. FKUB KAB
Hibah Untuk - FORUM KERUKUNAN UMAT .
2 BERAGAMA (PERMOHONAN BANTUAN DANA ~ "dt BENI WIDIGIPA BUGALAGA 150.000.000 Daf‘la Bagi 'NTA';' JZAYAZ
PEMBINAAN FKUB TAHUN 2026) (9127040705780002) Hasil (DBH) QB%I\(I)K% £P3SA84
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Hibah Untuk - LEMBAGA MASYARAKAT ADAT

SUKU MONI (PERMOHONAN BANTUAN DANA KRISTIAN SONDEGAU
3 HIBAH PENGUKUHAN DAN OPERASIONAL (9127010108660001)

PENGURUS LMA SUKU MONI TAHUN 2026)

JUMLAH
Terbilang : Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah

YOKATAPA
SUGAPA

Dana
Otonomi
Khusus 1%-
800.000.000 Papua-
Administrasi
Pemerintah
(OTSUS)

1.450.000.000

An. LEMBAGA
MASYARAKAT ADAT
SUKU MONI
9040202032061
BANK PAPUA



